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KATA  PENGANTAR 
TIM  PENYUSUN 


Alhamdulillah,  setelah  menunggu  sekian  lama,  akhirnya  dengan  izin  Allah 
SWT,  buku  ''Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  1975  (Edisi  Terbaru)”  ini  dapat  hadir  di 
hadapan  pembaca  sekalian.  Shalawat  serta  salam  kami  sampaikan  kepada  Nabi  Besar 
Muhammad  SAW  yang  telah  memberikan  bimbingan  menuju  kebenaran  sejati. 

Keberadaan  Majelis  Ulama  Indonesia  selalu  identik  dengan  fatwa.  Majelis  Ulama 
Indonesia  yang  didirikan  pada  tanggal  17  Rajab  1395  H,  bertepatan  dengan  tanggal 
26  Juli  1975  M  oleh  Musyawarah  Nasional  I  Majelis  Ulama  se-Indonesia  di  Jakarta 
adalah  wadah  musyawarah  ulama,  zu  ama,  dan  cendekiawan  muslim.  Majelis  ini 
bertujuan  mengamalkan  ajaran  Islam  untuk  ikut  serta  mewujudkan  masyarakat  yang 
aman,  damai,  adil,  makmur,  serta  rohaniah  dan  jasmaniahnya  diridai  Allah  SWT 
dalam  wadah  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia  yang  berdasarkan  Pancasila. 

Sejak  berdirinya  pada  Tahun  1975,  MUI  berperan  sebagai  pemberi  fatwa 
bagi  masyarakat  yang  membutuhkan.  Permintaan  fatwa  bisa  berasal  dari  ulil  amri 
(pemerintah)  bisa  juga  dari  masyarakat  luas.  Permasalahan  yang  muncul  untuk 
dimintakan  fatwanya  ke  MUI  pun  sangat  beragam,  mulai  dari  masalah  keseharian 
yang  terkait  dengan  urusan  pribadi  hingga  masalah  kebijakan  yang  terkait  dengan 
urusan  publik;  mulai  dari  masalah  ibadah  hingga  masalah  sosial  politik  dan  sosial 
kemasyarakatan;  mulai  dari  masalah  halal  atau  haramnya  makanan  hingga  masalah 
kedokteran,  serta  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi.  Tentu  saja 
keseluruhannya  berelasi  dengan  masalah-masalah  keagamaan. 

Fatwa-fatwa  tersebut  ternyata  tidak  hanya  dibutuhkan  oleh  para  penanya, 
akan  tetapi  juga  dibutuhkan  oleh  masyarakat  sebagai  panduan  dan  pedoman 
dalam  kehidupan  keseharian.  Untuk  memenuhi  permintaan  rnasyarakat  yang  ingin 
mengetahui  nasihat  dan  fatwa  yang  telah  dikeluarkan  Majelis  Ulama  Indonesia, 
maka  MUI  menerbitkan  buku  "Himpunan  Fatwa  MUI  sejak  1975  (Edisi  Terbaru)”. 
Sebelum  ini  telah  diterbitkan  pula  “Kumpulan  Fatwa  MUI”  dalam  bentuk  yang 
lebih  sederhana  namun  kurang  lengkap.  Mengingat  sejak  1997  tidak  ada  proses 
penerbitan  himpunan  fatwa  MUI  yang  bersifat  komperehensif  dan  utuh,  maka 
pada  2009  muncul  inisiatif  untuk  mengompilasi  fatwa-fatwa  MUI  yang  “terserak”. 
Akhirnya  pada  awal  Tahun  2010  himpunan  fatwa  tersebut  dapat  terhimpun  dan 
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dihadirkan  untuk  masyarakat.  Akan  tetapi,  penerbitannya  masih  sangat  terbatas  dan 
distribusinya  juga  masih  di  kalangan  yang  terbatas.  Permintaan  himpunan  fatwa 
MUI  masih  sangat  tinggi  dari  masyarakat,  baik  secara  langsung  maupun  lewat  surat. 

Sampai  pada  suatu  ketika,  kami  bertemu  dengan  teman-teman  Penerbit  Erlangga, 
sebuah  penerbit  yang  memiliki  reputasi  dan  jangkauan  nasional.  Diskusi  informal 
dilakukan,  dan  akhirnya  ada  kesepahaman  untuk  menerbitkan  himpunan  fatwa 
MUI  ini  oleh  Penerbit  Erlangga. 

Buku  Himpunan  Fatwa  MUI  Sejak  1975  (Edisi  Terbaru)  ini  memuat  fatwa-fatwa 
dan  nasihat  keagamaan  yang  telah  difatwakan  oleh  MUI  sejak  awal  berdirinya 
pada  tahun  1975.  Banyak  fatwa  keagamaan  yang  temanya  telah  dikenal  luas  di 
masyarakat,  namun  isinya  tidak  banyak  dipahami.  Dalam  buku  ini,  fatwa-fatwa 
tersebut  dihadirkan  secara  utuh,  mulai  dari  latar  belakang  penetapan  fatwa,  dalil- 
dalil  yang  dijadikan  landasan  penetapan  fatwa,  rumusan  fatwa  serta  rekomendasi- 
rekomendasi.  Bahkan  dicantumkan  pula  penjelasan  fatwa  untuk  memberikan 
pemahaman  yang  lebih  utuh  bagi  umat. 

Dalam  himpunan  fatwa  ini  juga  dilengkapi  hal-hal  sebagai  berikut: 

1.  Pedoman  dan  Prosedur  Penetapan  Fatwa  MUI. 

2.  Sistem  dan  Prosedur  Penetapan  Fatwa  Produk  Halal. 

3.  Susunan  Pengurus  Dewan  Pimpinan  Harian  MUI  Periode  2010  -  2015,  serta 
Susunan  Pengurus  Komisi  Fatwa  MUI  Periode  2010  -  2015. 

4.  Keputusan  Hasil  Ijtima’  Ulama  Komisi  Fatwa  se-Indonesia  tahun  2003,  2006, 
2009  dan  tahun  2012. 

Akhirnya,  atas  terbitnya  buku  ini  Tim  Penyusun  mengucapkan  terima  kasih 
yang  sedalam-dalamnya  kepada  semua  pihak  yang  telah  memberikan  dorongan 
dan  bantuan  bagi  penyusunan  dan  penerbitan  buku  ini,  langsung  maupun  tak 
langsung.  Khususnya  kepada  Bapak  Ichwan  Sam,  Sekretaris  Jenderal  MUI  yang 
terus  mendorong  penerbitan  buku  ini,  kepadanya  diucapkan  banyak  terima  kasih. 
Kepada  Penerbit  Erlangga,  para  editor,  khususnya  Mas  Adhika  yang  telah  berkenan 
menerbitkan  buku  ini,  diucapkan  terima  kasih,  semoga  menjadi  amal  saleh. 

Semoga  Allah  SWT  membalas  semua  amal  merekdiy  jazahumullahu  khairaljaza. 

Jakarta,  Syawal  1435  H 
Agustus  2014  M 
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Alhamdulillah,  segala  puji  bagi  Allah  SWT  atas  berkat  dan  karunia-Nya  sehingga 
pimpinan  Komisi  Fatwa  MUI  mampu  menghadirkan  Himpunan  Fatwa  MUI  yang 
telah  ditetapkan  Sejak  1975  hingga  Januari  2014  dalam  bentuk  buku  yang  ada  di 
hadapan  pembaca.  Shalawat  dan  salam  tercurahkan  kepada  Nabi  Besar  Muhammad 
SAW,  pembawa  risalah  Islamiyah. 

Salah  satu  amanah  Musyawarah  Nasional  Majelis  Ulama  Indonesia  (Munas  MUI) 
Tahun  2010  adalah  sosialisasi  hasil-hasil  fatwa  ke  masyarakat  agar  dapat  diketahui 
oleh  masyarakat  banyak  dan  dijadikan  pedoman  dalam  kehidupan  keagamaan  dan 
kemasyarakatan.  Untuk  itu,  program  prioritas  Komisi  Fatwa  MUI  periode  2010- 
2015,  sebagaimana  hasil  Rapat  Kerja  Nasional  (Rakernas)  adalah  mengoptimalkan 
sosialisasi  fatwa  MUI,  yang  salah  satunya  melalui  penerbitan  buku  dan  Kompilasi 
Fatwa  MUI,  baik  secara  utuh  maupun  parsial  (tematik).  Salah  satu  upaya  sosialisasi 
fatwa  ini  adalah  melalui  penerbitan  Himpunan  Fatwa  ini. 

Himpunan  Fatwa  MUI  ini  memuat  hasil-hasil  fatwa  yang  ditetapkan  sejak 
1975,  termasuk  fatwa  yang  dikeluarkan  selama  satu  tahun  terakhir  sesaat  setelah 
pelaksanaan  Rapat  Kerja  Nasional  (Rakernas)  Majelis  Ulama  Indonesia  pada 
September  2012  yang  lalu.  Dalam  rentang  waktu  satu  tahun  tersebut.  Komisi  Fatwa 
MUI  telah  menetapkan  fatwa  sebanyak  56  fatwa.  Dari  jumlah  tersebut  ada  12  (dua 
belas)  fatwa  yang  terkait  dengan  masalah  ibadah  dan  sosial  keagamaan,  di  luar 
produk  halal;  sementara  sisanya  adalah  fatwa  produk  halal. 

Kami  atas  nama  Pimpinan  Komisi  Fatwa  MUI  mengucapkan  terima  kasih 
kepada  semua  pihak  yang  telah  membantu  terbitnya  buku  ini.  Terima  kasih 
juga  disampaikan  kepada  Dewan  Pimpinan  Majelis  Ulama  Indonesia  yang  terus 
memberikan  dukungan.  Terima  kasih  juga  disampaikan  kepada  seluruh  unsur 
pimpinan  dan  anggota  Komisi  Fatwa  MUI  yang  telah  dengan  ikhlas  mencurahkan 
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waktu,  tenaga,  dan  pikirannya  untuk  melakukan  ijtihad  kolektif,  sehingga  fatwa  yang 
terdapat  dalam  himpunan  ini  dapat  dirampungkan.  Terima  kasih  juga  disampaikan 
kepada  Penerbit  Erlangga  yang  sudah  berkenan  menerbitkan  buku  himpunan  fatwa 
ini.  Harapan  kami,  mudah-mudahan  buku  himpunan  fatwa  ini  memberi  manfaat 
bagi  masyarakat  luas,  baik  untuk  kepentingan  amaliah  maupun  untuk  kepentingan 
ilmiah.  Mohon  maaf  jika  ada  kekurangan. 

Walldhul  Muwaffiq  Ild  Aqwamith  Thartq 

Jakarta,  Syawal  1435  H 
Agustus  2014  M 
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Ketua  Sekretaris 


Prof.  Dr.  H.  Hasanuddin  AF,  MA  Dr.  HM.  Asrorun  Ni’am  Sholeh,  MA 
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Alhamdulillah  atas  berkat  rahmat  Allah  SWT  serta  bantuan  berbagai  pihak 
Majelis  Ulama  Indonesia  akhirnya  dapat  menerbitkan  kembali  buku  ''Himpunan 
Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia  Sejak  1975'\ 

Buku  ini  merupakan  kumpulan  fatwa  serta  keputusan-keputusan  yang  dihasilkan 
oleh  Majelis  Ulama  Indonesia  sejak  kelahirannya  tanggal  26  Juli  1975  hingga  terakhir. 

Penerbitan  buku  ini  dimaksudkan  untuk  memasyarakatkan  hasil  kerja  Majelis 
Ulama  Indonesia  sebagai  wadah  musyawarah  para  ulama,  zu’ama,  dan  cendekiawan 
muslim  dalam  mengkaji  dan  memutuskan  masalah  keagamaan  dan  kemasyarakatan, 
baik  yang  bersifat  nasional  maupun  internasional,  dengan  harapan  akan  menjadi 
pegangan  dan  pedoman  bagi  masyarakat,  khususnya  umat  Islam  dalam  kehidupan 
beragama,  bermasyarakat,  dan  berbangsa. 

Berbeda  dengan  buku  Himpunan  Fatwa  Majelis  Ulama  Indonesia”  yang  terbit 
sebelumnya,  buku  yang  ada  di  tangan  pembaca  ini  Alhamdulillah  telah  memuat 
fatwa-fatwa  terbaru,  seiring  dengan  perkembangan  Komisi  Fatwa  dan  dinamika 
Majelis  Ulama  Indonesia. 

Dalam  buku  ini,  selain  dapat  kita  temukan  fatwa-fatwa  MUI  selama  periode- 
periode  yang  lalu  dan  juga  fatwa-fatwa  MUI  yang  terbaru,  beberapa  di  antaranya 
juga  telah  ditambahkan  dengan  penjelasan  yang  komprehensif. 

Mudah-mudahan  pada  masa-masa  yang  akan  datang,  Majelis  Ulama  Indonesia 
dapat  lebih  meningkatkan  fungsi  dan  peranannya  dalam  upaya  meningkatkan 
kualitas  umat  di  berbagai  bidang  kehidupan  sesuai  dengan  tuntutan  zaman  dan 
seirama  dengan  semakin  lajunya  derap  pembangunan. 
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Akhirnya,  atas  nama  Majelis  Ulama  Indonesia  kami  mengucapkan  terima  kasih 
yang  sebesar-besarnya  kepada  Tim  Penyusun  dan  semua  pihak  yang  telah  membantu 
terbitnya  buku  ini.  Harapan  kami,  mudah-mudahan  buku  ini  memberi  manfaat 
yang  sebesarnya  bagi  masyarakat,  khususnya  para  ulama  dan  cendekiawan  muslim 
dalam  upaya  meningkatkan  fungsi  dan  peranannya  di  masa  yang  akan  datang. 

Jakarta,  28  Tumadil  Akhir  1432  H 

31  Mei  2011  M 


.  DEWAN  PIMPINAN 
MAJELIS  ULAMA  INDONESIA 


Ketua  Umum, 


Sekretaris  Umum, 
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Dr.  KH.  M.A.  Sahal  Mahfudh 


Drs.  H. M.  Ichwan  Sam 
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PERNYATAAN  PROOFREADING 


Bersama  ini  disampaikan  bahwa,  yang  bertanda  tangan  di  bawah  ini: 

Nama  :  Asrorun  Ni’am  Sholeh 

Jabatan  :  Sekretaris  Komisi  Fatwa/Tim  Penyusun  Buku 

Telah  melakukan  proofreading  atas  draft  naskah  yang  diserahkan  kepada  saya,  dan 
ada  beberapa  koreksi  untuk  kepentingan  perbaikan  sebagaimana  disampaikan 
bersama  dalam  draft  tersebut. 

Demikian  pernyataan  ini  disampaikan  untuk  digunakan  seperlunya. 

Wassalamu  alaikum 


Asrorun  Nfam  Sholeh 
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